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BUPATI BANYUASIN 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANYUASIN 
NOMOR b8 TAHUN 2021 

TENTANG 
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\ ::\ \~ 010 · c, 
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PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 274 TAHUN 2020 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2021 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUASIN, 

a. berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2021, Keputusan Menteri Keuangan tentang 
penggunaan sebagian (earmarking) Dana Alokasi Umum atau 
Dana Bagi Hasil Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program 
Vaksinasi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19), maka 
diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan 
sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 
untuk melakukan refocusing kegiatan, realokasi anggaran 
serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan 
penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /Menkes/ 4241 /2021 
tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran 
Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bersumber 
Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 
2021, Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 
440/2757 /Keuda hal Hasil Penetaan (Mapping) dan 
Pemutakhiran terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
HK.01.07 /Menkes/4241/2021 dan adanya pergeseran 
anggaran pada Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati 
Banyuasin Nomor 274 Tahun 2020 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun Anggaran 2021, perlu ditinjau kembali; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati ten.tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 
2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten.tang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851) ; 
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2. Undang-Undang; Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Banyuasin di Prov-nsi Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T~1hu n 2002 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpubl.ik Indonesia Nomor 4181); 

3. Undang-Undttng Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tam bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta.hun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4:355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Ta.nggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republi.k Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tah un 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesi a Ta~1un 2004 Nomor 104, Tambahan 
Le rr.bara n Negara Rc:publik Indonesia Nomor 442 1); 

7. Undang- Undanf-: Nc,mor :;3 Ta hun 2004 tenlang Perimbangan 
~{euangan Antara Pc111erintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
1L1::mb2.ran Negara Republik l r:doncsia Tahun 2004 Nornor 126, 
T2.rnbahan Lerr..barnn Negara l<epublik Indonesia Nomor 4438); 

8. Unda ng-U ndung Nomor 40 r ahun 2004 tentang Sistem 
.Ja rninan Sosial Nm.ional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta hun 200LJ Nornor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia NoJT.c, r 44!)6); 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara .Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 1 Nomor· 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Ta.hun 2009 tentang Pajak Daerah 
da n Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T.a.hun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang- Undang ('10.rnor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
lLembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Ta.rnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5495); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang Pemerintahan 
Da.erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tc.mbrLhan Lembaran Negara Republik Indonesia 
l,omor 5887) scbaga imana telah beberapa kali diubah, terakhir 
de ngan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 ten tang 
Pe rubahan KedltH c'.tas Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
ce::1tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
rndonesia Tahun 201.!5 Nr)mor 2,8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndune s ia NoJT.c,r 5679); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwaki.lan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
fndonesia Tahun 2004 Nl)mor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik I ndon,:;si<. Numor 4416, scbagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Penerintah Nomor 21 Tahun 2007 
1Lembaran Negara l~~ epu.blik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Ta rnbahan Lembar:in Negara l~epublik Indonesia Nomor 47 12); 

14 . P,:.o rntui-an Peir.c rinlah Non or 23 Tahun 2005 tentang 
P,;.? ngelolaan Kewrngan Bad,tn Layanan Umum (Lembaran 
l\cgara RepubliJ.: Indonnia Ta hun 2005 Nornor 48, Tambahan 
Lembaran Nega ra Republik lnd1mcsia Nomor 4502); 

15. P•:? rnturan Pemerintah ·\Jornor 55 Ta hun 2005 tenta ng Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta.bun 2005 Nomor l37, Tambahan Lembaran Negara 
Republ.ik Indonesia Nomor 45?S); 

16. Pe raturan Pemerintah Nc,mor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indones ia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahart 
Lembaran Negara F:epublik Indonesia Nomor 4614); 

17. P,eraturan Pemerin tah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pernerintahan (Lernbaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2005 N1)mor 49, Tamba han Lembaran Negara 
Republik Indone sia Norn.c,r 45(X~); 

18. Peraturan Peme rintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemctintah.::ln (Lernbaran Negara Republik 
[ndonesia Tc:thun 20 l O Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5 165/; 

19 . l_)•:: raturan Pc1r.e ri1Ha h NoIT.ur 6 5 Tah un 20 10 Lentang 
P,~ rubahan Arns Pera Lt1n1n PenwrrnLah Nomor 56 Tahun 2005 
1.1· 1tang Sistc 11 l11fc rrnasi Keuanga n Dacrah (Le mbaran Negara 
Republ ik Indon esi a Ta.1un 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lcn :.baran Ncg.::\ra F:epublik Indonesia Nomor 5 155) ; 

20. Pcraturan Pcrr:,crintah r\umor 2 Tahun 2012 tenta ng Hibah 
(Lemba ra n Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 5, 
Ta.rnbaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pem binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 37, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

22. Peraturan Pemerinrnh rfomor 2 Tahun 2018 ten tang Standar 
Pelayanan Min:.mEd (Le:nbar a:i Negara Republik Indonesia 
Ta hun 2018 Nomo:r 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6 :. 78); 
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23. Pernturan Pernerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indon esia Ta hun 2018 Nomor 224, 
Ta.mbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6264); 

24. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuan ga n Daera.h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamba han Lembaran Negara 
Republik Indonesia i'iornc,r 6:t12); 

25. Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Ta hun 2020 te nta ng Kebijakan Ke uangan Negara dan 
SLabilita!j Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
t~ornna Viru::; Dis,:ase 20 l C;J (CUVlD-19) Dan/ A tau Dalam 
Rangka Mcnghadapi Ancarnan Ya ng Membahayakan 
P<: rl'konomian ·~ a sional Dan / Ata u Stabilitas Sistem Keuangan 
1L,_·::1bc.1.rnn N,.:gu n.~ ~kpL.lll ik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 
T.s rnbahan Lem ba r;-1n Negara l~cpublik Indonesia Nomor 6485); 

26. P,:: raturan Presid c n l\'omor 17 Ta hun 20 18 ten tang 
P,~ nyelenggaraa.n Pcnanggula.ngan Bencana Dalam Keadaan 
Tertent.u (Lembarnn Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2018 
Nomor 34); 

27. Peraturan Pre~.iden Nornor 78 Tahun 2019 ten tang Rincian 
Anggaran Penclapa.tan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
'.2020 (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
l~omor 220) ; 

28. Peratu ran Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Ta.bun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta.bun 2020 Nomor 94); 

29. Instruksi Pre.siden Nornor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing 
Keg1atan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Ba.rang dan 
,Ja sa Dala rn Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 20 19 (COVl'D--J()); 

30. f{cputusan Prc:>:den Rc-publik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 
tc:'ltang Penc1apan h'. ed2..rurawn Kesehata n Masyara kat Corona 
Virus Disease (COV/D-19) . 

31. P,:: rnturan Men Leri D a lrnn Ncge1·i Nornor 20 Ta hun 2020 
1-c::1tang Pe rcepatan Pen.3.nganan Corona Virus Disease 2019 di 
Li::1gkungan Peme :·in t ah Daerah (Berita Negara Republik 
Indones ia Tahl.'..n 2020 l'!ornor 249); 

32. P,:: raturan Me nteri Keuar:.gan \Jomor 19 / PMK.07 /2020 tentang 
Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 
Um urn, dan D=1na l r..5e ntif Dae rah Tahun Anggaran 2020 
Dalam Rangka Penanggulanga n Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 250); 



33. Peratu ran Men leri. l<cuargan ~omor 35/ PMK.07 /2020 ten tang 
Pe ngelolaan Tr·::1n~.fer ke Daerah dan Da na Desa Ta hun 
Anggaran 20'.20 Dc1 lam I~a nglrn Pena nga nan Pa ndemi Corona 
Vin.is Disease 2 01 9 (CO\lJD-1 9) dan/ atau Menghadapi 
Ancam an Yang Mernba hayaka n Perekonomian Nasional (Serita 
Nega ra Republik Indones ia Tahun 2020 Nomor 377); 

34. Peraturan Dire ktu ?.' Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 
Per-4 / PK/ 2020 ten tang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi 
Umum Tahun Anggaran 20'.20 Bagi Daerah yang Tidak 
Memen uhi Kewajiban Penyampaian La poran Dalam Rangka 
Pen a nggulangan Corona Vims Disease 2019 (COVID-19); 

35. Keputusan Men ter:t Keuangan Nomor 6/KM.7 /2020 tentang 
Penyalu ran Dana Alokas:i Khu sus Fisik Bidang Kesehatan dan 
Da na Bantuan Opera.~.ional Kesehatan Dalam Rangka 
Pe ncegahan Da.n / A.tau Penanga na n Corona Vims Disease 2019 
{COVID-19); 

36. Keputusan Ikrsarna IV en te ri Dalam Neger i da n Menteri 
){euangan Nomc,r 119/2'2.,13/SJ dan Nornor 177/ KMK.07/2020 
u:1tang Perc,: pman Pen yesuaian APBD Ta hun 2020 Dala m 
i~a ngka Pem1 nf;un a."1 C.xona Virus Disease 2 01 9 (COVID-19); 

37. E.eputusun Menteri Kew mgar1 Nomor 10/ KM.7/2020 ten tang 
Pe nunclaan Penyal:ura n Dami Alokasi Umum dan/atau Dana 
Bagi Ha sil Terh::i dap Pcmerintah Daerah yan g Tidak 
M,:: r:.yarnpaikan Lac,uran Peny,~suaia n Angga ran Pendapatan 
d2.r1 Belanja Da e:-rah Tahun Anggaran 20'.20; 

38. Keputusan Mer:.teri Kesehatan Nomor 
l:-J K.01.O7 /MENKES/20 :·.S/20'.20 tenta n g Pema nfaatan Da na 
Alokasi Khusu.s Biclang Kesehatan Untuk Pen cegaha n 
Dan/ At:au Penanga::-:1an COVID-.l 9 Tahun Anggaran 2020; 

39. Kep utusan Guhernur Sumatera Selatan Nomor 
204/ KPTS/ BPBD-22/20:W tentan g Penetapan Status Keadaan 
T.2.n ggap Da ru rat 13encnna Non Alam Corona Vims Disease 
2 019 (COVID-19) ; 

40. Peraturan Daerah Nomor 18 Ta hun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susun an Perangka t Daerah (Lembarar'l 
Da erah Kabupaten Banyu a sin Tahun 2016 Nomor 18, 
Ta.rnba ha n Lernbaran Daera h Kabupaten Banyuasin Tahun 
20 16 Nomor 063) sebagaima na tela h diu ba h dengan Peraturan 
Daerah Nomnr .3 Tah un 2020 ten tang Peruba han Kedua atas 
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 20 16 ten tang 
P-e rr.bentukar dan Su sun an Perangkal Dae rah (Lem bara n 
Ciaerah Kabupalen Ba nyuasin Tahu n 2018 Nomor 1 1); 

4 1. P,~ra turan Dnerah Nomcr 10 Tah u n 2020 ten tang Anggaran 
Pendapatan clan Eklanj a Daerah l(abupate n Ba nyuasin Tahun 
i~nggaran '.2( 12 1 ( l,t·m b ran D,:1<:'rah Kabupaten Ba nyu asin 
T e h un 20:20 Nc,rnc,r 1 0 ); 
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42. Pe raturan Bupati Banyuasin Nomor 139 Tahun 20 17 tentang 
Ta.ta Cara Pe rgeseran Anggaran Pendapatan dan BelanjJ 
!Jaera h (Berito D~1crah Kabupalen Banyuasin Tahun 201·7 

1omor 13g) ; 

43. P,::: rnluran Bupc1ti ··fomCJJ 65 Tahun 20 19 ten tang Peruba han 
A.ta~; Pcraturnn Bupati l'lomo ~ 139 Tahun 20 17 tentang Tata 
Cnr:1 Pcrgescran P,ngga ra n F'cnda patan dan Belanja Daerah 
ilkrila Daera '1 Kubu paten Banyuasin Tah un 2019 Nomor 65); 

44 . Peraturan Bupati Banyucisin Nornor 207 Tahun 2020 
Standar Biaya Tahun Anggaran 202 1 (Berita 
Kabupaten Ba nyua:sin Tahun 2020 Nomor 207); 

tentang 
Daerah 

45. Peraturan Bupati Nornor 274 Tahun 2020 tentang Penjabaran 
Anggaran P,~ndapatan clan Bela nja Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tabun Anggaran 2021 (Serita Daerah Kabupaten 
Banyuasin Ta.hun ~!020 Nomor 274). 

MK½UTUSK,A..N : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 274 TAHUN 2020 TENTANO 
PENJ ABARAN ANGGAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2021. 

BAB! 
UMUM 

,Jens Perubaha n Pe r1jabaran APBD 2021 

Pasal I 

Perrnuran Bupa:.i Ba11yua:m1 Nornor 274 Tahun 2020 tentang 

Pen_Htbc:1ran Anggaran Pt:ndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Serita Daerah Kabupaten 

Banyuasin Tahun 2020 Nomo: 274), di ubah karena terjadi 

pergt"seran anggaran ,1ntar · ... mit organisasi, antar kegiatan, antar 

kelorn pok belanja, ant:ar jenis bdanja, antar obyek belanja, dan 

an tar rincian obyek belanja serta perubahan/ pergeseran uraian 

rincian obyek belanja karena. a danya ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang 

bersifat strategis. 
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BAB II 
PERUBAHAN 

Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dalam APBD 
Tahun Anggaran 2021 

Pasal 2 
-·-·-·--·-----··--

No. Perangkat Daerah 
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
2 · Dinas Kesehatan ... .. -- . ·- - · -- ... .. ·- - ·- - - -. -- . -- --

3 Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang 

4 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

I Pertanahan -----·-------------------·-- --·-•-
I 5 Dinas Sosial 
r -

6 Dinas Tena a Kerja dan Transmi ras1 

~---7 __ .l Satuan_polisi_ Pamong Praja -···-------.. -- . _ ----- ·-----------

g g 

I ___ 8 __,I Dinas Ketahanan Pangan ·-----~--2.._-+ Dinas Lingkungan HiduE 
10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

11 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Serencana, 
Pemberdayaan Peremouan dan Perlindungan Anak 

12 Dinas Perhubungan 

13 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) 

14 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 
15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah --
16 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 
17 Dinas Perke bu nan dan Peternakan 
18 Dinas Perdagangan, Koperasi, U saha Kecil dan Menengah 
19 Sekretariat Daerah 
20 Sekretariat DPRD 

21 
Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

... Peng em ban~an 
22 Sadan Pengelola !(euangan da~ Aset Daerah 

~_J} ___ _ln_spe!<torat Daerah --- --------
24 Kecamatan Sanyuasin I t·2~~ ,.....___ ------- ---------~-

Kecamatan Banyuasin Ill .,_____ -
i 26 Kecamatan Setung 
I 27 Kecamatan Rantau Bayur 
r- ·2s Kecamatan Talang Kelapa _________ . _ 

------- . -· --------- -----
I 29 Kecamatan Rambutan 

r 30 Kecamatan Suak Tapeh 
31 Kecamatan Sanyuasin II 

I 32 Kecamatan Makarti Jaya 
33 Kecamatan Sumber Marga Telang 

.,. ·--- - - -·-
34 Kecamatan Muara Padang 
35 Kecamatan Karang Agung Ilir 
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BAB III 

PENGATURAN LEBIH LANJUT 
PERUBAHAN PENJABARAN APBD 202 1 

Pasal3 

Bahwa Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 
Pasal 2 akan disesuaikan pada Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021. 

Pasal 4 

Melalui Peraturan Bupati ini kepada Perangkat Daerah yang 
mengalami pergeseran diminta mengambil langkah-langkah 
pelaksanaan kegiatan dimaksud . 

Pasal 5 

Pelaksanaan Perubahan yang ditetapkan dalam Peratu ran Bupati 
ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran 
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Banyuasin. 

Diundangkan di Pangkalan Balai 
pada tanggal t'- 11pr1l 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANYUASIN, 

H. M. SENEN HAR 

Ditetapkan di Pangkalan Balai 
pada tanggal ii Apr, L 2021 

BUPATI A UASIN ,~ 

BERJTA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021 
NOMOR 6~ 


